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BAB V 

Penutup 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1.  Bank  adalah Lembaga keuangan . Sebagaimana Bank Umum adalah badan usaha 

yangmenghimpun dana dari masyakarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. yang dimana dalam hal ini meminta jaminan 

yang berupa saham sebagai jaminan piutang untuk meminalisir kredit macet,  

Terhadap perusahaan yang meminjam uang terhadap Bank Umum, fungsi jaminan 

saham sendiri sebagai Jaminan piutang dan kepastian bagi kreditur dalam hal ini Bank 

Umum sebagai jaminan sebagai pinjaman uang. Dalam hal ini juga bank umum yang 

melakukan gadai saham telah melanggar aturan yang terdapat pada UU OJK No. 21 

Tahun 2011 dan POJK Tentang  Usaha Pergadaian tentang izin usaha dan UUP yang 

dimana  dalam hal ini Bank Umum yang ingin menerima gadai saham haruslah tunduk 

terhadap aturan Undang-Undang Perbankan dan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

karena dalam hal ini hukum perbankan dan pergadaian adalah mempunyai pengaturan 

berbeda dan penerapaan berbeda dan Bank dalam hal ini yang tidak memiliki Izin Usaha 

Pergadaian dapat dimungkingkan Untuk berkerjasa sama dengan Perusahaan PT atau 

Koperasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk 

melakukan penguasaan pasar, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang 

melakukan kerja sama dengan Perusahaan telah izin usaha Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pergadaian Secara Konvensional. 

 

2.   Bentuk Pengaturan dan Pengawasan dari pemerintah Konteks pengawasan semua 

kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Lainnya diawasi oleh 

OJK selaku otoritas pengawasan keuangan di Republik Indonesia ini yang mengawasi 

dimana diatur UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , adalah lembaga 
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yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 

OJK di dalam hal ini  dapat melalukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalam 

hal ini melanggar ketentuan UU dan tidak sesuai dengan anggran dasar dan UU  

mengenai izin usaha dan dalam hal ini untuk melindungi terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 

secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan 

masyarakat. 

 Untuk mengawasinya OJK dapat Menetapkan kebijakan operasional pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan dalam hal ini Bnk Umum yang melakukan gadai saham 
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5.2 Saran  

 Bank dalam hal ini yang tidak memiliki Izin Usaha Pergadaian dapat 

dimungkingkan nntuk kerja sama dengan Perusahaan PT atau Koperasi dituangkan dalam 

perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar, tidak 

memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan 

Perusahaan telah izin usaha Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian 

Secara Konvensional. 

Dalam hal ini Sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan 

berbenturannya kordinasi antar Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank dalam hal ini Pergadaian. salah satunya memastikan kordinasi antar lembaga-

lembaga agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau siapa yang 

bertanggung jawab atas suatu kebijakan apakah OJK atau Bank Indonesia dan juga bursa 

efek Indonesia. Namun pada kenyataannya sering terjadinya kegagalan kordinasi dalam 

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia 

perbankann dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.dalam proses pengawasan terpadu ini 

membutuhkan pengaturan dan pelaksanaan lebih ketat di sektor Lembaga Keuangan 

dengan Lembaga Keuangan Lainnya dalam proses efektivitas aturan dan pengawasan 

dalam hal ini di bidang jasa keuangan.  

Dengan adanya proses pengawasan terpadu sistem pengawasan terpadu sektoral 

yang sudah ada sebelumnya dapat diminimalisir terjadinya salah koordinasi. Hal ini dapat 

menjadi kendala yang besar dalam proses pengawasan terpadu. Salah satu cara dalam 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencabut aturan pengawasan sectoral yang 

tidak sesuai dengan harmoni peraturan yang ada dapat melakukan pengawasan terpadu. 

Namun yang perlu diperhatikan, dalam hal ini jangan sampai proses pembentukan aturan 

baru dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam 

sistem pengawasan terpadu ada dua persoalan penting mengenai perubahan tata kelola 

yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan terpadu yang diinginkan.  
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Hal ini untuk lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai dalam membentuk sistem Pengawasan tentang Pergadaian dimana peraturan 

ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha pergadaian 

di Indonesia, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk usaha di bidang 

pergadaian, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif serta 

meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat. 
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